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BUPATI INDRAMAYU, 

 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka 

mendorong peningkatan 

pembangunan ketenagakerjaan 

serta meningkatkan kualitas 
tenaga kerja di Kabupaten 

Indramayu, maka diperlukan 

adanya perlindungan tenaga 
kerja dan keluarganya sesuai 

dengan harkat martabat 

kemanusiaan;  
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b. bahwa perlindungan tenaga 

kerja dimaksudkan untuk 
melindungi hak-hak dasar 

pekerja dan menjamin 

kesamaan kesempatan  serta 
perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan 
pekerja dan keluarganya; 

c. bahwa berdasarkan pertim-

bangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, 
maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Ketenagakerjaan; 

Mengingat  :  1. Pasal. 18 Ayat (6) Undang-

undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi  Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten 

Subang     dengan     mengubah 
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Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 

2851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

2918); 
4. Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1981 tentang Wajib 

Lapor Ketenagakerjaan Di 
Perusahaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara 

Tahun 1981 Nomor 76 

Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3029);  
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6. Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1992 tantang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 
3468); 

7. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886);  

8. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4235);  

9. Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 
4279); 

5 

 

10. Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 

11. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
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12. Undang-Undang  Nomor 39 
Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 133 Tambahan 
Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

13. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 133 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 
4445); 

14. Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 

133 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 4445); 
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15. Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Konvensi Interna-

sional Mengenai Perlindungan 
Hak-Hak Seluruh Pekerja 

Migran dan Anggota 

Keluarganya (International 
Convenan on The Protection of 
The Rights of All Migrant 

Workers And Members  of Their 
Families) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 115 Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5314); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 90 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 
20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 3520) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedelapan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
5312); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 

5388); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri oleh Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5389); 

21. Peraturan Presiden Nomor 21 
Tahun 2010 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan Di Kabupaten 
Indramayu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Indramayu Nomor 8 

Tahun 2003 Seri D.2); 

 


